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 Transformasi digital mengubah cara generasi muda 
mengakses informasi, berinteraksi, dan berpartisipasi 
sebagai warga negara, tetapi kecakapan teknologi tidak 
otomatis menghasilkan kepedulian sosial. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis peran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) dalam membangun 
kepedulian sosial serta merumuskan hubungan 
konseptual antara literasi digital dan partisipasi 
kewarganegaraan. Dengan pendekatan kualitatif 
melalui studi pustaka, penelitian mengkaji artikel 
ilmiah, buku, laporan, dan dokumen kelembagaan 
terkait literasi digital, kewarganegaraan digital, empati, 
serta tanggung jawab sosial. Data dianalisis secara 
tematik melalui identifikasi, perbandingan, interpretasi, 
dan sintesis konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa 
literasi digital perlu melampaui keterampilan teknis 
dengan mengembangkan kesadaran kritis, empati, 
solidaritas, dan partisipasi sosial. Penelitian ini 
menawarkan konsep digital social caring sebagai 
kerangka pedagogis yang mengintegrasikan literasi 
digital, kewarganegaraan digital, kepedulian sosial, dan 
tindakan kewarganegaraan. Karena itu, pembelajaran 
PKn perlu dirancang secara partisipatif, reflektif, dan 
berbasis masalah nyata agar teknologi menjadi sarana 
pembentukan warga negara yang kritis, etis, 
bertanggung jawab, serta aktif merespons persoalan 

masyarakat. 

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, 
Transformasi Digital, Literasi Digital, Digital 

Citizenship, Kepedulian Sosial, Civic Engagement.  
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1. PENDAHULUAN 
  

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara generasi muda 

memperoleh informasi, berkomunikasi, membangun relasi sosial, dan berpartisipasi 

dalam kehidupan publik. Media sosial, platform digital, dan berbagai aplikasi komunikasi 

tidak lagi sekadar menjadi perangkat teknologi, tetapi telah berkembang menjadi ruang 

sosial tempat generasi muda membangun identitas, bertukar gagasan, merespons 

persoalan publik, dan membentuk jejaring sosial-kewarganegaraan. UNESCO (2024) 

menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital memperluas akses terhadap 

informasi dan membuka peluang baru bagi ekspresi, kolaborasi, serta partisipasi sosial, 

tetapi juga menghadirkan risiko berupa misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan 

kekerasan daring. Kondisi ini semakin penting karena sebagian besar generasi muda telah 

terintegrasi dalam ekosistem digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak dapat 

dipahami hanya sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan lingkungan 

sosial tempat pengalaman kewarganegaraan generasi muda dibentuk (UNESCO, 2024; 

OECD, 2025). 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan 

ruang sosial dan budaya tempat peserta didik belajar serta membangun orientasi 

kewarganegaraannya. PKn idealnya tidak hanya berorientasi pada penguasaan 

pengetahuan mengenai negara, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, 

tetapi juga membangun disposisi yang mendorong peserta didik memiliki tanggung jawab 

sosial, menghargai keberagaman, memahami persoalan publik, dan terlibat dalam 

kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut menjadi penting karena bentuk partisipasi 

generasi muda juga mengalami pergeseran menuju ruang digital. OECD (2025) 

menunjukkan bahwa pola keterlibatan kewarganegaraan generasi muda semakin 

beragam, termasuk melalui bentuk-bentuk partisipasi daring. Sejalan dengan itu, Peart et 

al. (2022) menegaskan bahwa keterampilan digital dan sosial-kewarganegaraan memiliki 

peran penting dalam membentuk partisipasi anak muda dan digital citizenship. Oleh 

sebab itu, PKn di era digital perlu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

menggunakan teknologi bukan hanya secara kompeten, tetapi juga secara bertanggung 

jawab bagi kehidupan sosial. 

Keterhubungan digital tidak secara otomatis menghasilkan kepedulian sosial. 

Tingginya intensitas penggunaan media sosial, akses terhadap informasi, dan kemampuan 

menggunakan berbagai platform digital belum tentu diikuti oleh empati, solidaritas, 

partisipasi, dan tindakan kewarganegaraan. Moon dan Bai (2020) menemukan bahwa 

komponen literasi digital berupa kemampuan menggunakan informasi, berkomunikasi, 

dan menciptakan konten lebih berkaitan dengan civic engagement dibandingkan sekadar 

keterampilan teknis menggunakan teknologi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

digital access is not equivalent to civic engagement. Hal yang sama ditunjukkan oleh 

Bowyer dan Kahne (2020), bahwa pengalaman pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik membuat dan membagikan media digital mengenai persoalan masyarakat 

berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik daring, sedangkan kemampuan 

mengevaluasi kredibilitas informasi berkaitan dengan keterlibatan kewarganegaraan 
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luring. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan lagi apakah peserta didik 

menggunakan teknologi, tetapi bagaimana pengalaman digital tersebut dikonstruksi 

menjadi pengalaman kewarganegaraan yang bermakna (Moon & Bai, 2020; Bowyer & 

Kahne, 2020; Peart et al., 2022). 

Persoalan tersebut memperoleh relevansi yang lebih kuat karena ruang digital telah 

menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan politik generasi muda. Ida et al. (2020) 

menemukan adanya hubungan antara penggunaan media sosial, pembelajaran politik, 

partisipasi politik, dan political efficacy generasi muda dalam konteks Indonesia dan 

Pakistan. Saud et al. (2023) juga menunjukkan bahwa budaya digital generasi muda 

berkaitan dengan perkembangan jejaring demokrasi, civic engagement, dan partisipasi 

politik dalam ruang virtual. Sementara itu, Ridha dan Riwanda (2020) menunjukkan 

bahwa literasi media dan literasi politik berkontribusi terhadap partisipasi 

kewarganegaraan pemilih pemula pada era digital. Namun, fakta bahwa media digital 

mampu meningkatkan akses terhadap informasi dan partisipasi tidak dengan sendirinya 

menunjukkan terbentuknya kepedulian sosial. Di sinilah muncul persoalan penting: 

generasi muda dapat aktif dalam ruang digital, tetapi aktivitas tersebut belum tentu 

bertransformasi menjadi perhatian terhadap persoalan sosial dan tindakan nyata dalam 

kehidupan bersama (Ida et al., 2020; Saud et al., 2023; Ridha & Riwanda, 2020). 

Zhang et al. (2022) menunjukkan bahwa teknologi digital telah mengubah proses 

pembentukan pemahaman mengenai kewarganegaraan karena pembelajaran tentang isu 

publik tidak lagi hanya berlangsung melalui sekolah, keluarga, dan kelompok sebaya, 

tetapi juga melalui media sosial. Ruang digital menyediakan beragam perspektif dan 

kesempatan partisipasi, tetapi sekaligus dapat menghadirkan kebingungan, konflik 

perspektif, tekanan sosial, dan kecenderungan menjauh dari politik formal. Dalam 

kondisi demikian, pendidikan memiliki fungsi penting untuk membantu peserta didik 

menginterpretasikan informasi, membandingkan perspektif, membangun empati, dan 

menghubungkan pengalaman digital dengan realitas sosial. Dengan kata lain, tantangan 

PKn bukan sekadar membawa teknologi ke dalam pembelajaran, tetapi membangun 

jembatan pedagogis antara pengalaman digital dan kepedulian terhadap kehidupan sosial 

(Zhang et al., 2022; UNESCO, 2024). 

Kepedulian sosial karena itu perlu ditempatkan sebagai salah satu orientasi penting 

Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. Kepedulian sosial tidak hanya berkaitan 

dengan kemampuan mengetahui bahwa persoalan sosial sedang terjadi, tetapi mencakup 

perhatian terhadap kondisi orang lain, empati terhadap kelompok yang terdampak, 

kesediaan memahami persoalan bersama, serta kemauan untuk mengambil tindakan yang 

bertanggung jawab. Dalam lingkungan digital, proses tersebut membutuhkan kemampuan 

tambahan untuk memverifikasi informasi, mengenali dampak sosial suatu konten, 

memahami keberagaman perspektif, dan menggunakan teknologi secara etis. UNESCO 

(2024) menempatkan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menciptakan, 

menggunakan, dan membagikan informasi secara kritis sebagai bagian penting dari 

pendidikan kewarganegaraan di era digital. Sementara itu, OECD (2025) menekankan 

pentingnya pendidikan dalam membangun kapasitas generasi muda agar mampu terlibat 

secara bermakna dalam kehidupan demokratis dan sosial. Dengan demikian, kepedulian 
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sosial dapat diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan digital competence 

dengan civic engagement (UNESCO, 2024; OECD, 2025). 

Meskipun kajian mengenai digital citizenship, literasi digital, dan partisipasi 

kewarganegaraan berkembang cukup pesat, masih terdapat ruang konseptual yang perlu 

diperkuat. Banyak penelitian lebih menekankan keamanan daring, literasi informasi, etika 

digital, online participation, political efficacy, atau inovasi pembelajaran berbasis 

teknologi. Jones et al. (2024), misalnya, menemukan bahwa pendidikan digital citizenship 

dapat meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan daring dan self-efficacy, tetapi 

dampaknya tidak secara seragam muncul pada aspek online civility, cyberbullying, privasi, 

dan komunikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan digital 

belum otomatis menghasilkan perubahan perilaku sosial. Dengan demikian, terdapat 

kesenjangan antara being digitally competent dan being socially caring. Penelitian tentang 

digital citizenship perlu diperluas dari pertanyaan mengenai bagaimana peserta didik 

menjadi pengguna teknologi yang aman dan bertanggung jawab menuju pertanyaan 

tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kepedulian, solidaritas, 

dan tindakan kewarganegaraan (Jones et al., 2024; Peart et al., 2022; Römer, 2024). 

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, research gap penelitian ini terletak 

pada belum kuatnya integrasi antara Pendidikan Kewarganegaraan, transformasi digital, 

dan kepedulian sosial dalam satu kerangka konseptual. Penelitian terdahulu telah 

menunjukkan hubungan antara media digital dengan literasi politik, civic engagement, 

political efficacy, dan digital citizenship, tetapi dimensi kepedulian sosial sebagai 

penghubung antara kompetensi digital dan tindakan kewarganegaraan masih relatif 

kurang mendapatkan perhatian. Padahal, kepedulian sosial memiliki posisi strategis 

karena memungkinkan individu bergerak dari sekadar mengetahui persoalan menuju 

kesediaan untuk memperhatikan, memahami, dan merespons persoalan tersebut. 

Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya “seberapa digital” peserta 

didik, tetapi juga “seberapa sosial dan kewarganegaraan” penggunaan teknologi tersebut 

(Ida et al., 2020; Moon & Bai, 2020; Saud et al., 2023). 

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan novelty melalui 

pengembangan perspektif digital social caring dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

Konsep ini dipahami sebagai orientasi pedagogis yang mengarahkan penggunaan 

teknologi digital untuk membangun kesadaran sosial, empati, solidaritas, tanggung jawab, 

dan keterlibatan kewarganegaraan. Perspektif tersebut memperluas pemaknaan digital 

citizenship yang selama ini banyak berorientasi pada penggunaan teknologi secara aman, 

kritis, etis, dan bertanggung jawab, menuju kemampuan menghubungkan pengalaman 

digital dengan persoalan sosial dan tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

perspektif ini, teknologi bukan ditempatkan sebagai tujuan pembelajaran, melainkan 

sebagai medium pembentukan warga negara yang peduli. Gagasan tersebut sejalan dengan 

UNESCO (2024) yang menekankan keterkaitan antara kompetensi digital, partisipasi, 

etika, dan kontribusi sosial, serta dengan temuan Bowyer dan Kahne (2020) bahwa 

pengalaman belajar digital tertentu dapat berkaitan dengan keterlibatan kewarganegaraan 

baik dalam ruang daring maupun luring. 
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Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran 

Pendidikan Kewarganegaraan di era digital dalam menumbuhkan kepedulian sosial di 

tengah transformasi teknologi. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis 

perubahan karakteristik pembelajaran kewarganegaraan dalam lingkungan digital, 

mengidentifikasi bentuk kepedulian sosial yang berkembang melalui pengalaman 

kewarganegaraan digital, mengkaji faktor pedagogis yang mendukung atau menghambat 

transformasi kompetensi digital menjadi kepedulian sosial, serta merumuskan konsepsi 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan literasi digital, nilai 

kewarganegaraan, kepedulian sosial, dan civic engagement. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memperluas diskursus Pendidikan Kewarganegaraan dari orientasi 

adaptasi teknologi menuju transformasi teknologi yang berorientasi pada kepedulian 

sosial dan kehidupan kewarganegaraan yang bermakna. 

  

2. METODE 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka 

(literature study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami 

dan menginterpretasikan berbagai gagasan, konsep, temuan empiris, serta argumentasi 

akademik mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, transformasi teknologi digital, digital 

citizenship, dan kepedulian sosial. Studi pustaka digunakan sebagai metode penelitian 

dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, membaca secara kritis, membandingkan, dan 

mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Literatur review dapat digunakan 

sebagai metodologi penelitian apabila proses pengumpulan dan sintesis literatur 

dilakukan secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar 

sebagai rangkuman penelitian terdahulu (Snyder, 2019). Sumber data penelitian berupa 

data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan 

penelitian, serta dokumen lembaga yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih 

berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki keterkaitan dengan Pendidikan 

Kewarganegaraan atau civic education; (2) membahas transformasi digital, digital 

citizenship, literasi digital, atau partisipasi kewarganegaraan; (3) memberikan pembahasan 

mengenai kepedulian sosial, civic engagement, empati, solidaritas, atau tanggung jawab 

sosial; dan (4) dipublikasikan terutama dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk 

memperoleh gambaran perkembangan kajian yang mutakhir. Literatur klasik tetap 

digunakan secara terbatas apabila diperlukan untuk memperkuat landasan konseptual 

penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Transformasi Digital dan Pergeseran Ruang Pembentukan Kewarganegaraan 

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa transformasi digital telah menghasilkan 

perubahan mendasar pada ruang tempat kewarganegaraan dipelajari, dipraktikkan, dan 

dinegosiasikan. Kewarganegaraan yang sebelumnya banyak dibentuk melalui institusi 

formal seperti sekolah, keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga politik kini juga 
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berlangsung melalui media sosial, platform digital, komunitas daring, serta berbagai 

bentuk interaksi berbasis teknologi. Fajri et al. (2022), melalui telaah terhadap 41 artikel 

yang terindeks Scopus, menunjukkan bahwa digital citizenship dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan semakin dikaitkan dengan partisipasi politik, partisipasi 

demokratis, keterlibatan warga negara, dan praktik kewarganegaraan pada era digital. 

Dengan demikian, ruang digital tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai instrumen 

pembelajaran, tetapi telah menjadi bagian dari lingkungan sosial tempat pengalaman 

kewarganegaraan terbentuk. 

Temuan tersebut diperkuat oleh Tarsidi et al. yang menunjukkan bahwa penggunaan 

media sosial memiliki hubungan dengan civic engagement generasi digital di Indonesia. 

Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi medium bagi 

generasi muda untuk memperoleh informasi, berinteraksi dengan persoalan sosial, dan 

terlibat dalam aktivitas kewarganegaraan. Penelitian terbaru mengenai generasi Z di 

Indonesia juga memperlihatkan bahwa media sosial semakin diposisikan sebagai sarana 

untuk memperluas partisipasi politik generasi muda. Artinya, transformasi digital telah 

menggeser batas antara ruang pendidikan, ruang sosial, dan ruang kewarganegaraan. 

Namun, temuan tersebut perlu dibaca secara kritis. Hubungan antara penggunaan media 

sosial dan civic engagement tidak berarti bahwa media sosial secara otomatis 

menghasilkan warga negara yang lebih aktif. Media sosial menyediakan peluang untuk 

berpartisipasi, tetapi karakter partisipasi yang muncul sangat bergantung pada kualitas 

informasi, pola interaksi, konteks sosial, dan kapasitas kritis pengguna. Dengan kata lain, 

akses terhadap ruang kewarganegaraan digital tidak identik dengan kualitas pengalaman 

kewarganegaraan. Hal ini menjadi penting karena ruang digital memiliki karakter 

algoritmik yang memungkinkan pengguna menerima informasi yang sesuai dengan 

preferensi sebelumnya. Akibatnya, ruang yang seharusnya memperluas perspektif dapat 

pula mempersempit pengalaman sosial apabila tidak disertai kemampuan kritis. 

Temuan systematic review terbaru mengenai digital citizenship bahkan menunjukkan 

bahwa implementasi digital citizenship di pendidikan masih menghadapi persoalan. 

Tadlaoui-Brahmi et al. (2022) menemukan bahwa digital citizenship sering digunakan 

sebagai istilah payung untuk berbagai aktivitas pembelajaran berbasis teknologi, tetapi 

belum selalu mendorong peserta didik untuk mempraktikkan kewarganegaraan digital 

secara kritis. Bahkan, lingkungan dan perangkat digital sering diterima begitu saja tanpa 

dipertanyakan secara kritis. Kritik tersebut sangat relevan bagi PKn karena pendidikan 

kewarganegaraan seharusnya tidak hanya mengajarkan bagaimana menggunakan 

teknologi, tetapi juga mengajarkan bagaimana memahami struktur sosial, kepentingan, 

kekuasaan, dan konsekuensi sosial yang melekat pada penggunaan teknologi. 

Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa transformasi digital telah 

menghasilkan pergeseran ruang kewarganegaraan, tetapi belum otomatis menghasilkan 

transformasi kualitas kewarganegaraan. Perubahan pertama bersifat struktural, yaitu 

munculnya ruang digital sebagai ruang partisipasi. Perubahan kedua bersifat pedagogis, 

yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas peserta didik agar mampu memahami 

dan menggunakan ruang tersebut secara kritis. Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan 

memiliki posisi strategis: bukan sekadar memasukkan teknologi ke dalam pembelajaran, 
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tetapi membantu peserta didik memahami teknologi sebagai bagian dari kehidupan sosial 

dan kewarganegaraan. 

 

Literasi Digital: Dari Kemampuan Teknis menuju Kompetensi Kewarganegaraan 

Tema kedua yang muncul dari sintesis literatur adalah bahwa literasi digital tidak dapat 

lagi dipahami sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat atau mengakses informasi. 

Dalam konteks kewarganegaraan, literasi digital mencakup kemampuan menemukan, 

mengevaluasi, memahami, memproduksi, dan mendistribusikan informasi secara kritis 

dan bertanggung jawab. Hubungan antara literasi digital dan civic engagement telah 

banyak ditunjukkan dalam penelitian terdahulu, tetapi hubungan tersebut bersifat 

multidimensional. Artinya, tidak semua bentuk literasi digital menghasilkan bentuk 

keterlibatan kewarganegaraan yang sama. 

Moon dan Bai (2020), misalnya, menunjukkan bahwa aspek literasi digital yang 

berkaitan dengan penggunaan informasi, komunikasi, dan produksi konten lebih 

berhubungan dengan civic engagement dibandingkan keterampilan teknis semata. 

Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa the quality of digital literacy 

matters more than the mere possession of digital skills. Peserta didik yang mampu 

menggunakan aplikasi secara teknis belum tentu mampu menilai kredibilitas informasi, 

memahami kepentingan di balik suatu konten, atau mempertimbangkan dampak sosial 

dari tindakannya. 

Temuan tersebut memperoleh penguatan dari penelitian yang lebih baru. Consoli 

(2024), melalui penelitian terhadap 8.915 siswa sekolah menengah, menemukan bahwa 

pendekatan pendidikan media yang berbeda berkaitan dengan outcome digital citizenship 

yang berbeda. Aktivitas media yang bersifat ekspresif berhubungan dengan online civic 

engagement, sedangkan pendidikan yang berorientasi pada bahaya internet lebih 

berkaitan dengan perilaku daring yang menghormati orang lain. Temuan ini mengandung 

implikasi penting: jenis pedagogi digital menentukan jenis kewarganegaraan digital yang 

berkembang. 

Dengan demikian, terdapat kelemahan apabila literasi digital dalam PKn hanya 

ditempatkan sebagai kemampuan mencari informasi atau menggunakan media 

pembelajaran. Pendekatan semacam itu berisiko menghasilkan technologically 

competent learners tetapi belum tentu menghasilkan civically competent citizens. Literasi 

digital perlu diperluas menjadi kemampuan untuk mempertanyakan informasi, 

membandingkan sumber, mengenali bias, memahami konsekuensi sosial, menghargai 

perspektif berbeda, dan menggunakan informasi sebagai dasar tindakan 

kewarganegaraan. Hal tersebut juga diperkuat oleh studi tentang pendidikan media yang 

menunjukkan bahwa transformasi pengetahuan menjadi tindakan merupakan unsur 

penting dalam pembelajaran literasi media. Penelitian Zou et al. (2024) menunjukkan 

pentingnya refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif dalam membantu peserta didik 

mengubah pengetahuan media sosial menjadi tindakan pembelajaran yang lebih 

bermakna. 

Temuan tersebut dapat ditarik lebih jauh dalam konteks PKn: literasi digital 

seharusnya tidak berhenti pada knowing, tetapi bergerak menuju reflecting, caring, and 
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acting. Dari perspektif ini, hasil studi pustaka mengindikasikan bahwa literasi digital 

memiliki sekurang-kurangnya tiga lapisan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertama, 

technical literacy, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan platform. Kedua, 

critical literacy, yaitu kemampuan mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi. 

Ketiga, civic literacy, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk 

memahami serta merespons persoalan publik. Lapisan ketiga inilah yang sering kali 

belum mendapatkan perhatian memadai dalam praktik pendidikan. 

 

Digital Citizenship: Antara Perilaku Bertanggung Jawab dan Partisipasi Kewarganegaraan 

Sintesis literatur berikutnya menunjukkan bahwa digital citizenship telah berkembang 

menjadi salah satu konsep utama dalam membicarakan kewarganegaraan pada era 

teknologi. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, konsep tersebut digunakan 

untuk menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku, berkomunikasi, 

berpartisipasi, dan menggunakan teknologi secara etis serta bertanggung jawab. Fajri et al. 

(2022) menunjukkan bahwa praktik digital citizenship dalam pembelajaran PKn 

mencakup dimensi menghormati, mendidik, dan menghargai praktik kewarganegaraan 

serta berkaitan dengan partisipasi demokratis dan keterlibatan warga negara. Akan tetapi, 

studi pustaka juga menunjukkan bahwa konsep digital citizenship memiliki persoalan 

konseptual. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan untuk mereduksi digital 

citizenship menjadi perilaku aman dan etis di internet. Padahal, kewarganegaraan tidak 

hanya berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku sebagai pengguna teknologi, 

tetapi juga bagaimana individu berkontribusi terhadap kehidupan publik. Tadlaoui-

Brahmi et al. (2022) menemukan bahwa implementasi digital citizenship di pendidikan 

sering kali lebih menekankan aktivitas teknologi daripada praktik kewarganegaraan kritis. 

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya dua orientasi yang perlu dibedakan. 

Orientasi pertama adalah protective digital citizenship, yang menekankan keamanan, 

privasi, etika, dan pencegahan risiko digital. Orientasi kedua adalah participatory digital 

citizenship, yang menekankan kemampuan menggunakan ruang digital untuk berdialog, 

menyuarakan kepentingan publik, membangun jejaring, dan melakukan tindakan sosial. 

Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi pendidikan kewarganegaraan akan menjadi 

kurang lengkap apabila hanya berhenti pada orientasi pertama. 

Penelitian Consoli (2024) memberikan dukungan empiris terhadap argumentasi 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan media yang 

berorientasi pada ekspresi memiliki hubungan dengan online civic engagement, 

sementara pendekatan yang berorientasi pada risiko lebih berhubungan dengan perilaku 

online yang sopan. Artinya, different pedagogical orientations produce different 

dimensions of digital citizenship. Temuan ini menunjukkan bahwa PKn perlu secara 

sadar merancang pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik tidak hanya 

menghindari perilaku negatif, tetapi juga mengembangkan kapasitas positif untuk 

berpartisipasi. Lebih lanjut, systematic review mengenai civic engagement dalam konteks 

digital citizenship menunjukkan bahwa civic engagement memiliki dimensi sosial dan 

politik yang saling berhubungan. Hal ini penting karena konsep kewarganegaraan tidak 

seharusnya dibatasi pada partisipasi politik formal. Membantu komunitas, menyebarkan 
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informasi yang bermanfaat, mendukung kelompok rentan, melakukan kampanye sosial, 

dan berkolaborasi menyelesaikan masalah masyarakat juga merupakan bentuk tindakan 

kewarganegaraan. 

Dengan demikian, hasil sintesis mengarah pada reinterpretasi digital citizenship: dari 

“how to behave appropriately online” menuju “how to use digital spaces to contribute 

meaningfully to society.” Pergeseran ini penting karena memberikan ruang bagi 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan dimensi sosial dari 

kewarganegaraan digital. 

 

Kepedulian Sosial sebagai Dimensi yang Masih Kurang Mendapatkan Perhatian 

Tema yang paling penting dari hasil sintesis adalah posisi kepedulian sosial. Literatur 

menunjukkan bahwa penelitian mengenai PKn digital telah banyak membahas literasi 

digital, digital citizenship, partisipasi politik, demokrasi, dan civic engagement. Namun, 

kepedulian sosial belum selalu ditempatkan sebagai mekanisme konseptual yang 

menjelaskan bagaimana seseorang bergerak dari pengetahuan digital menuju tindakan 

sosial. Dalam konteks ini, kepedulian sosial dapat dipahami sebagai orientasi yang 

membuat individu tidak berhenti pada pertanyaan “Apa yang terjadi?”, tetapi bergerak 

menuju “Mengapa hal tersebut penting bagi orang lain?” dan “Apa yang dapat saya 

lakukan?”. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dimensi afektif dan moral yang tidak 

sepenuhnya dijelaskan oleh konsep literasi digital. Literasi menjelaskan kemampuan 

mengetahui dan mengevaluasi informasi; digital citizenship menjelaskan perilaku dan 

tanggung jawab digital; sedangkan kepedulian sosial menjelaskan orientasi seseorang 

terhadap kondisi orang lain dan kepentingan bersama. 

Penelitian mengenai generasi muda Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan 

media sosial dapat berkontribusi terhadap civic engagement. Tarsidi et al. menunjukkan 

bahwa media sosial berperan dalam keterlibatan kewarganegaraan digital natives 

Indonesia. Namun, temuan tersebut sekaligus dapat dibaca secara kritis: keterlibatan yang 

muncul di ruang digital belum tentu selalu bertransformasi menjadi tindakan sosial di 

ruang kehidupan nyata. Dengan demikian, terdapat kemungkinan adanya participation 

gap, yaitu kesenjangan antara aktivitas digital dan tindakan sosial yang memiliki 

konsekuensi nyata. 

Kesenjangan tersebut juga dapat dijelaskan melalui temuan systematic review mengenai 

pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan politik. Studi terhadap controlled trials 

menunjukkan bahwa metode partisipatif, pendekatan seluruh sekolah, dan 

pengembangan kapasitas guru merupakan unsur penting dalam pendidikan 

kewarganegaraan, sementara pengetahuan semata atau keterlibatan daring tidak selalu 

menghasilkan perubahan perilaku. Temuan ini sangat relevan dengan argumentasi 

penelitian karena menunjukkan bahwa information does not automatically become 

action. Oleh karena itu, kepedulian sosial dapat ditempatkan sebagai mekanisme 

penghubung antara pengetahuan dan tindakan. Prosesnya dapat dirumuskan: Digital 

Information → Social Awareness → Empathy → Social Caring → Civic Engagement → 

Civic Action. Rangkaian tersebut merupakan sintesis konseptual penelitian. Ia 

menunjukkan bahwa informasi digital merupakan titik awal, bukan titik akhir. Informasi 
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perlu diinterpretasikan melalui kesadaran sosial; kesadaran perlu berkembang menjadi 

empati; empati perlu berkembang menjadi kepedulian; dan kepedulian kemudian dapat 

mendorong keterlibatan serta tindakan kewarganegaraan. 

Berdasarkan keseluruhan kajian, ditemukan bahwa literatur terdahulu telah 

memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara teknologi, literasi 

digital, digital citizenship, dan civic engagement. Akan tetapi, keempat konsep tersebut 

masih sering dibahas secara parsial. Studi tentang digital citizenship lebih banyak 

membahas perilaku bertanggung jawab; studi literasi digital menekankan kemampuan 

mengakses dan mengevaluasi informasi; sementara studi civic engagement lebih banyak 

melihat bentuk partisipasi. Yang masih membutuhkan elaborasi adalah mekanisme yang 

menghubungkan ketiga kapasitas tersebut dengan orientasi kepedulian terhadap 

kehidupan sosial. Di sinilah penelitian ini menawarkan konsep digital social caring. 

Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan digital citizenship, melainkan 

memperluas orientasinya. Jika digital citizenship menjawab pertanyaan “bagaimana 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab di ruang digital?”, maka digital social caring 

menambahkan pertanyaan “untuk siapa dan untuk kepentingan sosial apa teknologi 

tersebut digunakan?” 

Konsep tersebut dapat dirumuskan melalui lima dimensi. Pertama, digital social 

awareness, yaitu kemampuan mengenali persoalan sosial melalui informasi digital. Kedua, 

critical empathy, yaitu kemampuan memahami pengalaman kelompok lain secara kritis 

dan tidak sekadar berdasarkan emosi sesaat. Ketiga, social responsibility, yaitu kesadaran 

mengenai konsekuensi sosial dari aktivitas digital. Keempat, digital solidarity, yaitu 

kemampuan menggunakan jejaring digital untuk mendukung kepentingan sosial. Kelima, 

civic action, yaitu kemampuan menerjemahkan kepedulian menjadi tindakan nyata. 

Sintesis ini memperoleh relevansi dari perkembangan riset terbaru. Kajian systematic 

review tahun 2025 menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital semakin 

berkembang, tetapi efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kompetensi guru, 

kesenjangan akses teknologi, dan dukungan sistem pendidikan. Penelitian terhadap guru 

dan peserta didik Indonesia juga menunjukkan pentingnya kesiapan dan tingkat digital 

citizenship dalam konteks pendidikan Indonesia. Dengan demikian, pengembangan 

digital social caring tidak dapat dilepaskan dari ekosistem pendidikan yang mendukung, 

kompetensi guru, dan kesempatan peserta didik untuk mempraktikkan kewarganegaraan. 

   

4. KESIMPULAN 

  

Transformasi digital telah memperluas ruang pembentukan kewarganegaraan, tetapi 

keterhubungan dan kompetensi digital tidak secara otomatis menghasilkan kepedulian 

sosial maupun tindakan kewarganegaraan. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan perlu bergerak dari orientasi penguasaan teknologi dan 

digital citizenship menuju pengembangan kompetensi digital yang berorientasi pada 

kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep digital 

social caring sebagai perspektif yang menghubungkan literasi digital, kesadaran sosial, 

empati, solidaritas, civic engagement, dan tindakan kewarganegaraan. Konsep ini 
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menempatkan teknologi bukan sebagai tujuan pendidikan, melainkan sebagai medium 

untuk membangun warga negara yang kritis, etis, peduli, dan aktif dalam merespons 

persoalan sosial. Oleh karena itu, penguatan PKn di era digital perlu diwujudkan melalui 

pembelajaran yang partisipatif, reflektif, berbasis persoalan nyata, dan menghubungkan 

pengalaman digital dengan tindakan sosial. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual 

dengan memperluas orientasi digital citizenship dari sekadar penggunaan teknologi yang 

aman dan bertanggung jawab menuju kewarganegaraan digital yang berorientasi pada 

kepedulian dan kepentingan bersama. 
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